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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan 

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia 

berkedudukan yang sama di dalam hukum.   

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman 

pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya 

menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud 

tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar 

maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan 

tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak 

aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau 

pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan 

dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sansi atau hukuman.  

Sebagaimana kita semua telah mengetahui bahwa penegakkan hukum 

merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan 
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ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun 

pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam 

arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata tertib dalam pergaulan 

masyarakat yang baik dan adil. Maka harus memperhatikan juga yang dimaksud 

dengan antropologi hukum, agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku  

saat ini.  

Menurut Sorjoeno Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.1 Berbicara 

mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu 

penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya 

masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang 

berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, 

Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Masyarakat Pengabdian dan Pelestarian merupakan tugas pokok 

kepolisian sebagai profesi yang mulia, dan penerapannya harus berdasarkan hukum 

dan hak asasi manusia yang berlaku. Polisi dan masyarakat merupakan dua kegiatan 

yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa  

                                                
1 Sorjoeno Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press, Jakarta,  
1983, hlm. 35  
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polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan 

produktif. Menurut Soerjono Soekanto beliau berpendapat bahwa :   

“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau 

perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum 

tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi 

mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang 

bersifat positif maupun negatif”.1  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 semakin mengukuhkan 

kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan yang harus mencakup 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat hak asasi 

manusia. 2  Saya bertujuan untuk itu. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak 

manapun, yaitu kekuasaan yang dijalankan secara sah, terlepas dari kekuasaan 

pemerintah atau kekuasaan lainnya.  

Aparat kepolisian membantu menjaga keamanan, perlindungan, ketertiban 

dan ketenteraman hidup masyarakat. Tanpa polisi, KUHP akan menjadi seperti 

mayat yang berisi norma tertulis. Pekerjaan seorang perwira polisi bukan hanya 

pekerjaan normatif, tetapi juga pekerjaan kemanusiaan yang kompleks secara 

budaya dan sangat luas. Dalam menjalankan misinya, polisi tidak hanya bisa 

 
1 Soerjono Soekanto, (2005), “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”, Bandung: Remaja Karya, 

h.10.  
2 Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam 

Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, h.97.  
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bersembunyi di balik spesifikasi misi yang mereka lakukan, tetapi juga 

mengantisipasi pertanyaan bagaimana misi tersebut akan dijalankan. Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum harus 

mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak 

pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia. bukan. Peran 

Polri dalam menanggulangi pencurian telah menunjukkan hasil yang baik jika 

melihat kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya.   

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, 

instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah 

satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut 

institusi, organisasi, susunan dan kedudukan Perubahan instrumental melibatkan 

perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. 

Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, 

manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya 

akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.  

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai 

penegak hukum (law enforcement officers), pemelihara ketertiban (order 

maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi 

sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun di dalam negara yang sistem 

politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi 

menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan 

melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berarti jauh dari rakyat, dan justru 
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berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus 

transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap 

lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan 

independen yang menjamin transpaninsi dan akuntabilitas.  

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak 

dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian 

masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian 

dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. 

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP 

terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:   

1. Unsur subjektif : met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te 

eigenen. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 

hukum”.   

2. Unsur objektif :   

a. Hij atau barangsiapa.   

b. Wegnemen atau mengambil.   

c. Eenig goed atau sesuatu benda.   

d. Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang 

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.  

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga 

merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun 

merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian 
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maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, 

dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan 

pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan 

pemakaian kekerasan terhadap orang. Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, 

pencurian dengan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, 

kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara. 3  Ditinjau dari kepentingan nasional, 

penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku yang negatif dan merugikan 

terhadap moral masyarakat.45  

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam 

suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada 

masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari 

masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa 

aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya 

sehari-hari.6 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 

 
3 Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 

106.  
4 Dapat dilihat pada: Nugrahanto, Ardi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana  

Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B /  
5 / Pn. Sby. Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm 3.  
6 Untung S. Rajab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem 

Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.  



7  

  

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam 

Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:7   

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;   

b. Menegakan Hukum;   

c. Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan 

 kepada  

masyarakat.  

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai 

dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim 

penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan 

menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. 

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan 

penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung 

masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa 

yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian 

sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu 

juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam 

menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum.  

B. Kebaruan Penelitian  

Penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian 

untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan polri 

 
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
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dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut 

dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 

terutama dari gangguan perkara pencurian, dengan judul “REKONSTRUKSI  

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI 

KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI MANUSIA”.  

C. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perkara pencurian di Kepolisian 

setelah ada restorative justice?  

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam rekonstruksi penegakkan hukum 

terhadap perkara pencurian di Kepolisian berbasis nilai Hak Asasi Manusia?  

3. Bagaiamana upaya mengatasi hambatan dalam rekonstruksi penegakkan  

Hukum terhadap perkara pencurian di Kepolisian berbasis nilai Hak Asasi 

Manusia?  

4. Bagaimana rekonstruksi dari pakar hukum di Kepolisian berbasis nilai Hak 

Asasi Manusia?  

D. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara 

pencurian yang berbasis HAM.  

2. Menganalisis apa saja yang menjadi hambatan pada lembaga kepolisian 

dalam merekonstruksi penegakkan hukum perkara pencurian yang berbasis 

HAM.  

3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan pada lembaga kepolisian dalam 

penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM.  
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4. Menganalisis rekonstruksi dari pakar hukum di Kepolisian berbasis nilai  

HAM.  

E. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan gambaran secara penuh dalam rekonstruksi dalam penegakkan 

Hukum pada perkara pencurian yang berbasis hak asasi manusia.  

2. Manfaat Praktis  

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penegakan hukum  

khususnya terhadap perkara pencurian.   

F. Sistematika Penelitian  

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika tesis.  

Bab II Tinjuan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan 

teori, orisinalitas penelitian,  kerangka pemikiran.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi rekonstruksi dalam 

penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM, hambatan 

yang dihadapi dalam rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara 
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pencurian yang berbasis HAM, serta upaya mengatasi kendala dalam 

rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis 

HAM.  

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu 

upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.  

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundangundangan.  

  

  

    

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Konseptual  

1. Rekonstruksi   

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi yang artinya pembangunan yang 

kemudian ditambah imbuhan “re” menjadi rekonstruksi sehingga 

rekonstruksi artinya pengembalian seperti semula atau penyusunan 

(penggambaran) kembali.  

Tindak pidana pencurian sebelum adanya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung  

No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  

Restoratif dan Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, akan selalu diproses pidana.  
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Namun, berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian  

Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun  

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan 

Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

berdasarkan Keadilan Restoratif, maka akan diproses  apabila memenuhi 

unsur-unsur yang terdapat di dalam peraturan tersebut seperti memenuhi 

jumlah kerugian minimal yaitu Rp. 2.500.000,00 serta diupayakan untuk 

menyelesaikan perkara diluar pengadilan (restorative justice).  

  

  

2. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif berpandangan 

bahwa hukum dibentuk untuk manusia. Gagasan ini ditujukan kepada aparat 

penegak hukum di Indonesia agar tidak terbelenggu positivisme hukum dan 

membuat terobosan dalam menegakan hukum seperti contohnya keadilan  

restoratif (restorative justice).   

3. Pencurian  

Objek hukum dari pembuatan tesis ini yang menajadi fokus penelitian 

adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu 

barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, 
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dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum 

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”  

4. Polri  

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polisi Nasional di Indonesia, 

yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  

masyarakat.  

5. Hak Asasi Manusia  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.  

6. Hak Asasi Manusia bagi Pelaku dan Saksi dan/ atau Korban  

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum juga harus 

tetap menghormati Hak Asasi Manusia yang meliputi pelaku segera 

mendapat pemeriksaan oleh penyidik lalu diajukan ke penuntut umum, 

perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili di pengadilan 

dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah hingga didapatkan 

keputusan pengadilan yang tetap.  

Terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pencurian, perlu adanya 

pemenuhan Hak Asasi Manusia berupa memberikan rasa aman, hak 
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memperoleh bantuan hukum serta hak memperoleh informasi penyelesaian 

perkara.  

B. Landasan Teoritis  

1. Tindak Pidana Pencurian  

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan 

individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat 

dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam bahasa  

Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi 

akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut 

memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. 8Pencurian adalah 

suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, 

terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya 

pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan seharihari, karena terkadang 

pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang 

milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang 

jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali 

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 

 
8 Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU 

Press,Medan,1994.Hal.8  
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barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman 

penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,”9  

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian 

adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang 

merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri 

perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif 

dan pencurian secara pasif:  

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil 

hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.  

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya 

menjadi milik orang lain.  

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian 

disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum 

sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP  

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas 

suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang 

melakukan perbuatan pidana.29 Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan 

unsurunsur subjektif sebagai berikut:  

1. Unsur-unsur objektif  

a. Mengambil;   

 
9 Ibid.  
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Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang 

bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat 

lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik 

undangundang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak 

pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan 

perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 

mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing 

yakni: 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;  

2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.  

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil 

untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, 

barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki 

barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan 

termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan 

telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. 

Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk 

dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena 

keliru tidak termasuk pencurian10.   

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin tersebut kemudian 

telah timbul berbagai pendapat tentang kata “mengambil” menurut para 

ahli anatara lain11:  

1) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu 

barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah 



16  

  

kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya 

tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.  

2) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada 

dalam pengusaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak 

berada dalam penguasannya yang nayata, dengan kata lain, pada 

waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum 

berada dalam penguasaannya.   

3) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan 

yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada 

dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain  

                                                
10 R. Susilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, 

Politea, Bogor, 1991, hlm. 216.  
11 1 Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, 

Jakarta,2009, hlm. 13  

tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada 

anatar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.  

b. Suatu barang/benda;  

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya 

terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk 

dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. 

Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud 

misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, 

pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam 

tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan 

terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian 
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dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang 

menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki 

nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang 

yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki 

pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka 

tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah 

mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan 

sebagai barangbarang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang 

bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta 

benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran 

listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, 

karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang 

yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu 

barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah 

melepaskan haknya) dan res derelicate.10  

c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.  

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan 

benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang 

lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, 

karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 

objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak 

 
10  H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1989 hlm. 19.  
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dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik 

orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun 

benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian 

saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada  

barang/benda tersebut tidak bersifat penuh11.  

2. Unsur subjektif   

a. Dengan maksud  

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan 

demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur 

kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut 

ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya 

sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan 

undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian 

seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan 

sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana 

pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja12.  

b. Memiliki untuk dirinya sendiri  

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan 

dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil 

benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari 

barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. 

 
11 http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf diakses pada Desember 2022.  
12 Ibid. 
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Bentukbentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau 

“menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya 

menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai 

sendiri,  

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak 

melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak 

mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut 

tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.  

c. Secara melawan hukum  

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur  

“menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan 

memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar 

perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan 

yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis 

maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan 

terbukti telah melakukan tindak pidana .pencurian, maka orang tersebut 

harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana 

pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.   

3. Klasifikasi pencurian dalam KUHP  

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan 

yang terdapat pada buku ke-2 KUHP uang diatur mulai pasal 362 KUHP sampai 

dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis,  
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yaitu:  

1. Pencurian Biasa  

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana 

untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa 

diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsurunsur 

pencurian ringan adalah:15  

a. Mengambil;  

b. Suatu barang;  

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;  

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.  

2. Pencurian Ringan  

                                                
15 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang,Bayumedia Publishing, 2006, hlm.  
40.  

Pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal) dimuat dalam pasal 364  

KUHP yang rumusannya sebagai berikut:  

 “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4 

KUHP, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 

butir 5 KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau 

pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang 

dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan 

pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak  
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Rp.900,”13  

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:  

a. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah 

adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebi 

dari Rp.250,-  

b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-  

c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan 

kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai 

anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, 

ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 25014.  

3. Pencurian yang diperberat  

Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde dieftal) adalah 

bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP yang 

ancaman pidana (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang 

objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan 

oleh karenannya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian 

bentuk pokoknya15. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam 

pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian 

biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang 

memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari 

 
13 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 40  
14 Ibid 
15 Adami Chazawi, Op, Cit, hlm. 19  
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keadaan. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 

dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang 

dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.  

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:   

a. Pasal 363 KUHP  

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 

tahun;  

b. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” 

diterangkan dalam pasal 101 KUHP disini adalah binatang mamalia 

berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, 

keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak 

karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi.  

Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab 

hewanhewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;  

c. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau 

gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 

kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;  

d. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau 

pekarangan yang tertutup yang ada tempatkediamannya, yang dilakukan 

oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh 

yang berhak;  

e. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
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f. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau 

masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci 

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang 

diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam 

butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.  

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)  

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 

KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya 

sebagai berikut16:  

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang 

didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya,atau untuk 

tetap menguasai benda yang dicurinya.  

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:   

1) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 

tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat 

kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang 

berjalan.  

 
16 Ibid.  
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2) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu.  

3) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu, atau pakaian jabatan palsu.  

4) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat  

5) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan 

pidana penjara paling lama 15 tahun.  

6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu 

hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.  

C. Originalitas Penelitian   

1. Prildan Kartasiswara, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres 

Rokan Hilir, Universitas Islam Riau 2020. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir yang penulis teliti adalah 

tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara 

merusak kendaraan bermotor yang terparkir. Bahkan juga merampas dari 

tangan pemiliknya dengan cara mengancam bahkan sampai melukai 

korbannya. Masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah dasar hukum 

pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
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pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir dan 

penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres 

Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau 

observasional riset dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil 

data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu 

wawancara. Setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga 

diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Penegakan hukum pada 

tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir dilakukan melalui 

mekanisme restorative Justice dengan upaya diversi terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana 

diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dari 23 kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 

tahun belakangan setidaknya ada 17 kasus tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan yang dapat dilakukan upaya diversi.  

2. Muhammad Akbar, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative 

Justice dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian di 

Universitas Hasanudin Makasar 2022. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran penuntut umum dalam penerapan PERJA Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif terhadap perkara tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui 

peran Jaksa kedepannya dalam menerapkan Restorative Justice terhadap 
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tindak pidana pencurian yang kerugiannya telah dipulihkan melebihi Rp 

2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu). Tipe Penelitian ini adalah 

penelitian hukum Yuridis Empiris, dimana data yang diperoleh dari 

lapangan dan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Terhadap perkara yang diselesaikan 

berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif Keadilan restorative harus mengutamakan 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan memperhatikan tiga 

unsur utama, yakni Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, 

Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5  

(lima) tahun, dan Kerugian tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Jaksa Penuntut Umum dinilai terlalu 

kaku dalam mengartikan frasa pada Pasal 5 ayat (1) huruf c yang mana 

Kerugian tindak pidana tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima 

ratus ribu rupiah), padahal nyatanya telah ada kesepakatan damai antara 

kedua belah pihak, dan kerugian korban pun telah dipulihkan kembali 

seperti semula, dengan tambahan uang perbaikan motor sebesar Rp 

12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Penerapan Restorative Justice oleh 

penuntut umum tidak selalu terpaku pada nominal batas sesuai PERMA Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), guna terwujudnya keadaan 

semula yang dimaksud agar korban yang semula merasa dirugikan akibat 

perbuatan tersangka merasa dipulihkan kembali keadaannya, sehingga 

dapat terciptanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku  
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3. Kerangka Berpikir  

 

Kerangka Pemikiran  

  

  

  

  

  

  

BAB III  

METODE PENELITIAN  

 A.  Jenis Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

sekarang.17  

 B.  Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam 

penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan 

 
17 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.  

Bandung: Alfabeta, cet ke 19.  

  

Gambar 2.1   

Rekontruksi Penegakan  

Hukum   

Perkara Pencurian    

Perkara Pencurian    
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dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan 

data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan18.   

 C.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang  

 D.  Jenis dan Sumber Data   

1. Data Primer   

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber  

tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam 

penegakan hukum khususnya terhadap perkara pencurian.  

  

  

2. Data Sekunder   

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, 

perundangundangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan 

menjadi.  

a. Bahan hukum Primer   

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari perundang-undangan.   

b. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.  

 
18 Johny Ibrahim, 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya Bayumedia.  
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Berupa buku, jurnal penelitian.   

c. Bahan Hukum Tersier   

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan 

sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensikopledia.   

 E.  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian. Subjek yang dijadikan sampel dalam 

pembuatan tesis ini meliputi anggota kepolisian yang berhadapan langsung 

dalam penanganan tindak pidana pencurian yaitu KBO Satreskrim  

Polrestabes Semarang, Kanit Resmob Polrestabes Semarang dan Kanit  

Resum Polrestabes Semarang.  

 F.  Teknik Pengumpulan Data   

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari 

narasumber. Narasumber dalam pembuatan tesis ini adalah KBO 

Satreskrim Polrestabes Semarang, Kanit Resmob Polrestabes Semarang 

dan Kanit Resum Polrestabes Semarang.  

b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai 

dengan materi yang peneliti bahas.   

 G.  Teknik Analisis Data   

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas 

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal  Dengan kata lain penelitian 
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deskriptif analitis mengambil masalah atau  memusatkan perhatian kepada 

masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil 

penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk  diambil 

kesimpulannya.   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada konsep Miles & Huberman, yaitu:  

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses 

pengumpulan datadilakukan sebelum penelitian, pada saat  

penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.  

b. Reduksi data,   

Reduksi data adalah sebagai suatu peroses pemilihan, 

memfokuskan  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan 

 dan  

transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan 

dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data 

yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.  

c. Penyajian data  

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian 

data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang 
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sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. 

Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan 

dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti 

dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa 

yang dilakukan peneliti dalam  

mengantisipasinya.   

d. Kesimpulan,   

kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut 

model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara 

esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema 

yangtercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah 

terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.   
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Polsek Tembalang yang beralamatkan Jl. Turus Asri No 9 Bulusan, Tembalang, 

Kota Semarang dengan nomor telepon 024-76482737 yang selama dipimpin 

oleh Kompol R. Arsadi K S, SE, MH dari 2021-2022 telah berturut-turut 

mendapatkan peringkat 1 dalam capaian ungkap kasus tindak pidana.  

1. Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Setelah ada 

Restorative Justice  

No  Sebelum Ada Rekonstruksi  Setelah Ada Rekonstruksi  

1.   Tindak pidana ringan akan 

diselesaikan dibawah tangan dan 

apabila tidak bisa diselesaikan 

dibawah tangan,  akan 

dilanjutkan dengan proses 

penyelidikan dan penyidikan 

sampai tingkat pengadilan  

Tindak pidana ringan akan 

diselesaikan dengan restorative 

justive. Pada tindak pidana anak 

diutamakan dengan diversi  

2.   Memakan waktu yang lama dan 

biaya yang besar untuk 

menyelesaikan segala tahap 

penyidikan  

Lebih mempersingkat waktu dan 

memangkas biaya apabila tindak 

pidana ringan dapat direstorative 

justice  

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir 

(ultimum remidium) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian 

sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak 

saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses 

litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di 

muka pengadilan.  

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga 

disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara 
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penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui mediasi. 

Mediasi merupakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh Mediator.  

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan 

“communis opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang 

sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh 

undang-undang. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif 

penegakan hukum, yaitu restorative justice system (sistem keadilan 

restoratif).19  

Rekonstruksi penegakan hukum dengan restorative justice adalah gerakan 

baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan 

menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan 

bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan 

untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu program 

restorative justice, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena 

dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi 

kejahatan.  

Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun  

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “Keadilan restoratif 

adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau 

keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi 

seluruh pihak”.  

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative 

justice diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 

 
19  Dwidja Priyatno, 2007, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP 

(dalam Kerangka Restorative Justice), Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, Bandung: 

Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 9.  
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Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:  

   Terpenuhi syarat materiil, yaitu:  

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan 

masyarakat;  

2. Tidak berdampak konflik sosial;  

3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak 

keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;  

4. Prinsip pembatas;  

➢ Pada pelaku:  

1. Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan 

(schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau 

opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet 

als oogmerk);  

2. Pelaku bukan residivis.  

➢ Pada tindak pidana dalam proses:  

1. Penyelidikan; dan  

2. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.  

  

 •  Terpenuhi syarat formil, yaitu:  

  

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);  

2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para 

pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau 

keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh agama) diketahui oleh atasan penyidik;  

 3.  Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah  
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dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice); 4. 

Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan 

restoratif (restorative justice);  

5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau penggantian 

kerugian dilakukan dengan sukarela;  

6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice namun ada tindak 

pidana yang tidak dapat dilakukan restorarive justice yaitu tindak pidana 

radikalisme dan terorisme;  

  

Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil, maka kategori perkara 

tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian untuk menyetujui penyelesaian 

keadilan restoratif (restorative justice) kepada atasan Penyidik Kepolisian. Dalam 

perkara pencurian, apabila pelaku bersedia untuk bertanggung jawab, ganti rugi 

maka dapat diajukan penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice). Namun, 

perlu diperhatikan juga bahwa ada pertimbangan lain dalam pengajuan 

penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) yaitu jenis pencurian yang 

dilakukan yang termasuk tindak pidana pencurian ringan yaitu sesuai dengan edaran 

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta 

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative yaitu kerugian 

minimal Rp. 2.500.000,00. 

  

Pemilihan penyelesaian perkara dengan restorative justice harus terus diutamakan 

apabila memang perkara tersebut memenuhi syarat-syarat formi dan materiil. 

Aparat penegak hukum sebagai mediator harus tetap menghormati HAM baik bagi 

pelaku maupun korban sehingga tetap berlaku tegas namun humanis dan tanpa 

mengintimidasi pihak manaun.  
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Sumber : ANEV GKTM Satreskrim & Polsek Jajaran Tahun 2021  

  

Berdasarkan data di atas, pemilihan penyelesaian keadilan restoratif (restorative 

justice) akan diutamakan mengingat jika seluruh tindak pidana dilanjut ke 

pengadilan maka akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh harena itu, 

penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) selain mencari win-win 

solution bagi pihak pelaku dan korban, juga akan menghemat waktu, tenaga dan 

biaya bagi seluruh pihak terkait.  

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di 

Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

  

Hambatan yang paling utama adalah belum adanya undang-undang yang mengatur 

secara tegas tentang restorative justice  sehingga menjadi kendala tersendiri dan 

hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya. Tingkat melek 

hukum masyarakat yang masih rendah dan apabila aparat penegak hukum yang 

berperan didalamnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang jika sebagian besar dari 
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mereka masih berfikiran retributive (penghukuman) dan kurangnya pengalaman 

dan kemampuan dari penyidik untuk menangani tindak pidana dengan restorative 

justice menjadi hambatan nyata di lapangan.  

  

Dalam perkara pencurian, terdapat pula hambatan eksternal yang kerap ditemui 

yaitu :  

1. minim saksi yang mengetahui kejadian di sekitar TKP  

2. minimnya bukti petunjuk yang diperoleh di sekitar TKP untuk dapat 

mengungkap identitas pelaku  

3. dari beberapa hasil ungkap kasus sebelumnya, banyak pelaku 

teridentifikasi dari luar kota (daerah yang berbatasan) dan banyak 

jaringan pelaku yang baru  

  

Hambatan yang ditemui di lapangan harus segera dievaluasi sehingga proses 

penanganan perkara akan menjadi lebih efektif dan efisien baik dalam segi tenaga, 

biaya dan waktu. Namun, aparat penegak hukum harus tetap professional dan tidak 

menyepelekan perkara-perkara lain.  

  

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap 

Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

  

Bagi penyidik dapat dilakukan bimtek atau bimbingan teknis untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan dalam menangani tindak pidana dengan restorative 

justice sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya penanganan perkara.  

  

Upaya mengatasi hambatan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake 

holders di berbagai tingkatan terhadap masyarakat harus menjadi agenda utama 

yang dilaksanakann sehingga masyarakat lebih mengetahui hukum yang berlaku di 

sekitarnya.  
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Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan pengetahuan 

mengenai hukum yang berlaku juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI. Pendekatan 

yang humanis harus selalu dikedepankan sehingga masyarakat akan lebih 

memahami proses hukum yang seharusnya berjalan dan mempercayakannya 

kepada aparat penegak hukum.   
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B. NILAI-NILAI KEBAHARUAN  

Belum maksimalnya penegakkan hukum dengan restorative justice, 

membuktikan bahwa masih banyak aparat yang berfikiran retributive 

(penghukuman). Pada prinsipnya pendekatan restorative justice dilakukan untuk 

mereformasi criminal justice system yang selama ini masih mengedepankan 

hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata  

bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan 

kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

tersebut. Sehingga membawa dampak positif terhadap iklim penegakan hukum 

secara keseluruhan menjadi efektif, efisien dan lebih bermanfaat bagi masyakat.  

Berikut tesis yang memiliki keterkaitan materi dengan tesis yang telah penulis 

buat :  

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir oleh Prildan 

Kartasiswara di Universitas Islam Riau 2020.20  

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses 

Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Muhammad Akbar di 

Universitas Hasanudin Makasar 2022.24  

C. KETERBATASAN PENELITIAN  

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menemukan keterbatasan data secara 

online yang terorganisir mengingat masih banyaknya penyidik yang 

menyimpan data berkas perkara dalam bentuk Salinan fisik. Sehingga, 

memerlukan lebih banyak waktu untuk memilah sumber penelitian yang 

mungkin mengakibatkan kurang maksimalnya sumber penelitian yang dimuat.  

 
20 Kartasiswara. Prildan, Tesis, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  

Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir 
https://repository.uir.ac.id/9305/1/181022120.pdf  
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Proses merealisasikan tujuan hukum sangat ditentukan dari profesionalisme 

aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik 

dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja 

dan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain:  

1. faktor hukumnya itu sendiri   

2. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum   

3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum   

4. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

ditetapkan   

5. faktor kebudayaan yaitu sebagai sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup  

Hambatan utama dan paling sering ditemui di lapangan adalah para penegak 

hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang sebagian besar dari mereka masih 

berfikiran retributive (penghukuman) sebagai salah satu cara yang illegal 

untuk mendapatkan sedikit “uang pelicin” dalam melangsungkan proses 

penyidikan.  

    

                                                
24 Akbar, Muhammad, Tesis, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam 

Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian.  
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http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/22225/2/B012182055_tesis_21-10-2022%201-2.pdf  

BAB V PENUTUP  

a. SIMPULAN  

1. Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di  

Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

Pemilihan penyelesaian perkara dengan restorative justice harus terus 

diutamakan apabila memang perkara tersebut memenuhi syarat-syarat 

formi dan materiil. Aparat penegak hukum sebagai mediator harus tetap 

menghormati HAM baik bagi pelaku maupun korban sehingga tetap 

berlaku tegas namun humanis dan tanpa mengintimidasi pihak manapun.  

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara 

Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

Undang-undang yang tidak secara tegas mengatur tentang restorative 

justice serta tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah dan 

apabila aparat penegak hukum yang berperan didalamnya yaitu polisi, 

jaksa, dan hakim yang jika sebagian besar dari mereka masih berfikiran 

retributive (penghukuman), akan menjadi hambatan dalam proses 

penegakkan hukum berbasis HAM.  

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum  

Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi  

Manusia   

Memberikan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum 

bersama stake holders di berbagai tingkatan diharapkan akan membuka 

mata masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku. Mengupayakan 

partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai 

hukum yang berlaku juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI.  
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B. SARAN  

1. Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di  

Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

Koordinasi yang mumpuni dari segala aspek untuk menegakkan hukum 

dengan terus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk selalu 

memperbaiki diri dan mengoptimalkan sistem akan membuat penegakkan 

hukum terutama pada perkara pencurian  berbasis HAM akan dapat 

terwujud.  

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara 

Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia   

Merubah cara pandang apparat penegak hukum selaku pelaksana perundang-

undangan harus lebih diperketat dan diawasi dengan seksana sehingga 

apparat penegak hukum selalu mengedepankan profesionalitas dan 

menjunjung tinggi HAM dalam setiap penegakan hukum tindak pidana 

pencurian khususnya. Karena salah satu kunci dari keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum 

nya sendiri.  

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum 

Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia  

Penegakan hukum dengan berbasis HAM melalui penyelesaian perkara 

dengan restorative justice memang bukan hal baru di masyarakat. Namun, 

penggunaannya harus lebih digalakkan. Selain untuk menjunjung pendekatan 

yang humanis dan tanpa intimidasi, restorative justice diharapkan dapat 

menjadi pilihan pertama bagi aparat penegak hukum dalam tindak pidana 

pencurian.  
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